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PERUBAHAII REITCAITA KERJA PEMERIIYSAH DAERAH
KABUPATEIV HATMA}IERA BARAT

TAIrmI ?'Azs

tIt'KPDI

Il{enimbang: a.

b.

DEIYGAN RAHMAT TUHAN YA}IG MAHA ESA
B{'PA?I }IALMAHERA BA[IA?,

Bahr.",'a dalam rangrka m*nja:tliir k*terkaita* dar: k*nsinsr***iantara if*reflirai:iaall. F*ngafiggalrar.r, dan Belaliis€enaa{:pembangunaai: serta grii:a me.n:beri peeioman eiaiampenlusunan kei:ijakan umum Anggaran penclapatan dan
Belanja Daerah dan prioritas pravon iogga.a.r sementara serta
Rancangan Perubahan Anggaran penciapatan darr tselanj*"
Daerah Tahun Anggaran 2a23, maka perlu ditetapkan
Peruirahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Ka.i:upaten
Halmahera Barat Tahun ZCI2S;

bahrn'a untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat {z}Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor g6 Tahun Zafi ientang1'ata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan peraturan
Daerah tentang Rencana pernbangunan Jangka panjang Daerah
dan Rencana trernbangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata cara Perubahan Rencana pembangullan Jangka panjang
Derah. Rencana PemLrangunan Jangka Menengah baerah, 

-dai
Rencana l(eq'a Pemerintah Daerah, periu menetapka.n
Penibahan Rencana Keqja pemerintah baerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahlrn 2023 dalam Feraturan Bupati:
trahrva Lrer<iasarkan pertimbangan sehagaimana riimaksud huru_lfa dan huruf b, perlu menetapkan peraturan *uj:ati tentang
Perubahan Rencana i(er"ja pemerintah Daerah KaLruuat*i
Halmahera Barat Tahun zAm 

^

undang-undang Nomar 60 Tahun lgsg tentang penetapan
undang-uirdang Nornor 23 Darurat Tahun lqsr tenlang
Pemlrentukan Daerah*daerah srnratantra Tingkat ii fidar{
lvila;,ali Daeral: .$q,atantra Tingkat I Maluku men;adi trndar:g-
:;nriang ilembarat: i\,iegat"a Ri r*hun lggs ldon:r:r g*, Ta*ri:ah&
Len:ba:-an liegara Ri l{*:::or 165};

Mengingat: 1.
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2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maiuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Malukr-r
Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor I74,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana tetrah

di ubah dalarn Undang-r-rndang l)"loi'ncr 6 Tahun 2OC$ {Ler:lbaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 396 1);

3. Unclang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Ut.ara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten l{aimahera Tirnr-rr dan
I(ota Tidore Kepular.ran di Propinsi Maluku Utara (kmbaran
Negara Repubiik lndonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a26al

4" Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
per"encana-an Pemha-ngunal1 Na-siona-l {Lem1,ra-ran Nega-ra Ri Tahr-rn

2OA4 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara RI Nomor aa21);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2aa7 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

{l,embaran Negara Ri Tahun 2OA7 Nomor 33, Tambahan
l,embaran Negara Ri Ncimor a700);
Unclang-unclang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangar:- ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang F{ubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2a22 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pera.turan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Pen-vusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (kmbaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 21, Tambahal Lembaran Negara RI Nomor a8l7\;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42):

13. Peraturan Presiden iriomor i8 Tahun 2t]2O tenlang Rencaria

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2A2A-

2024 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2O2A Nom*r
10);

14. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Peiaksanaatr Peraturan Pemeriniah Nomor= I Tahuri 20fi8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian r1zur

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12 Tahun 2479 tentang
(Lembaran Negara RePul:iik
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2417 tentang

Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pemilangunan Daerah, Tata cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Fembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencafia Pembangunai-t Jangka l"{enengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Derah, Rencana Pemirangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pernerintah Daerah;
16. Peraturan lVienteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

*eistem Informasi Femeintahan Daerah {Berita Negara Republik
lnclonesia Tahun 2Ol9 Nomor 11 1a);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

RepuLrlik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 17811

I8. Peia-t,-rran },{enteri Dalam Negeri Repr:hlik Inctonesia- Nomor

81 Tahun 2A22 tentang Pedornan Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2O23;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun

2012 tentang Prosedur Perencanaan Pemhrangunan dan

Pengangg arafl Daerah Kabu paten Halmah era Bar at;

2O. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6'A
Tahun 2o2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

lJaerah {RPJMD) Kab. Halmahera Barat Tahun 2A212A26;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 2 Tahun

2A2t tentang PeruLrahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Blrat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Zl.Peratllran Bupati Ha-lmahera Barat Nomor 2A Tahun 2*21
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2Arc tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A23;

Z4.Peratllran Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2a22

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A23'

MEMUTUSKAI{ :

PERATURAN BUPATI TENTAIIG PERUBAHAN RPNCANA

KER-IAPEMBAI'IGUNAI{DAERAHI(ABUPATENHALMAIIERA
BANAT TAHUN 2A23

Menetapkan

N
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BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

bI. Pemerintahan Daerah adalah Peyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas

pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indanesia sebagaimana

c1i maksud daiam undang-undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun

1945;

c. pemerintah Daerah aCalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai

Lrnsur penvelenggal:a pemerintah daerah;

cl. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, YanS selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah daerah;

I. satuan Kerja Perangkat lfaerah, YenS selanjutnya clisingkat sKPil aclalah

perangkat Daerah pada Pemeriniah Kahupaten Halmahera Barat seiaku

pengguna anggaran fburung y-ang juga rnelaksanakan pengelolaan keuangan

daerah;
g. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, YenB selanjutnSra

riisingkat dengan EP3D adaiah unsur perencana penyeienggaraall

p**"-ri.rtahan -yi.rg meiaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

pengendalian, d.ari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan claerah di

Kabupaten Halmahera Barat;

h. Rencana pembangunan Jangl<a Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat

RpiMD ariaiah Dokumen i"..rr.u,rrr,r., Kabupaten Haimahera Barat Tahun

2A2l - 2CI26 yang memuat visi, Misi, dan Program Kepala Daerah;

i. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD

adalah dokuanen pererrcarr"u.r, SKPD untuk periode 2a21 - 2A26 yang memuat

Visi, Misi, dan Program Kerja SKPD;

j. Rencana Kerja Pembangun"an Daerah yang selanjutn-va disingkat RKPD adalah

dokumen p*i*rr"*rraan dae.ah untuk perlode 1 (satu) tahun yakni tahun 2A22

atau disebut dengan rencana pernbangllnan tahunan daerah'

k. Rencana Keq'a SKPD yang seianjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokurnen

perencan"*r, sxpp untukperiode 1 (satu) tahun yakni tahr-rn 2a23;

1" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutn3'a disingkat APBD

adarah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan d'itetapkan dengan Peraturan Daerah;

m. Visi ad,aiah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode Perencanaan;

*. |1{isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya -vang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi;

x.
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o. $trategi adalah langkah-langkah berisikan program-progra.m indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

p. KeLrijakan adaiah arahltindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

q. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan )'ang
dilaksanakan oleh Satuan Keqja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta untuk memperoleh aiokasi anggaran.

RAB i]
PERUBAHAN RENCAi,{A KERJA PEMERINTAH DAERT\H

Pasal 2

a. RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
harat Tahrrn 2A23 merr:pakan clokumen Perenca,naan Ta-hunan yang
merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah
{RPJMD} }<abupaten Halmahera Barat Tahun 2O21-2026 serta dengan
berpedoman pada RKPD Provinsi Maiuku Utara Tahun 2023.

b. RKPD Perubahan tahun 2A23 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
ciasar riaiam perumusan renja perangkat ciaerah, sebagai pedoman ciaiam
pen)'usunan KUA dan PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah (RAPBD) tahun 2A23.

Pasal 3

c. RKPD Perubahan Kabupaten Halmahera Barat 2A23 disusun dengan
sistematika sebagai berikut;

BAB I
BAB iI

BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

PE NDAHULUAN
EVALLIASI HASII, PELAKSANAAN RKPD TAHI]N 2023 SAMPAI
DENGAN TRIWULAN DUA 2023

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RKPD perubahan l(abupaten Halmahera Barat tahun 2423
sebagaimana tercantum daiam iampiran peraturan Bupati rian merupakan bagian
yang ticlak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

N



-6-

BAB III
KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin-va, memerintahkan pengundangan Peratuan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Barat.

BUPATI

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal tg $uSWr' 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARA?

*or**ffiRrLABD. RADrArr

BERITA DAtrRAH KAIIUPATtrN HALMAHtrRA BARAT TAI{UN 2A'X NOMOR : -2,

Salinan sesuai c-slinga
Kepaia Bagian Hukum dan Organisasi

Ass.Bid. Eko & Pemb.

Kabag. Hukum & Orgs

30128 200604 1 009

&

Ditetapkan di : Jailolo
pacia tanggai :9 $.stbd( 2023

ERA BARAT,

1


